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PERBEKEL DESA UBUNG KAJA

KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA UBUNG KAJA

NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA UBUNG KAJA MANDIRI

MENIMBANG

MENGINGAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA UBUNG KAJA

bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang
ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa
Ubung kaja perlu dibentuk Badan Usaha Milik
Desa (BUM Desa);

bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa, BUM Desa didirikan oleh 1
(satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan
Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian
Badan Usaha Milik Desa ( BUM Desa ) Desa Ubung
Kaja

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
Denpasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indoneia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara



10.

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6623);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan
dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
296);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pendaftaran, Pendataan Dan
Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan,
Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan
Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa
Bersama ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 252).



Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UBUNG KAJA
dan
PERBEKEL DESA UBUNG KAJA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN

USAHA MILIK DESA UBUNG KAJA MANDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1.

Desa adalah Desa Ubung Kaja yang berkedudukan di kecamatan
Denpasar Utara, kota Denpasar, Provinsi Bali

Pemerintah Desa adalah Perbekel Desa dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Ubung Kaja
Perbekel Desa adalah Perbekel Desa Ubung Kaja

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD
Desa Ubung Kaja

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah
BUM Desa “Ubung Kaja Mandiri”.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah
badan hukum yang didirikan oleh Desa Ubung Kaja guna mengelola
usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan
produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan
jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa Ubung Kaja

Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau
pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.

Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang
melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum

berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.



9.

10.

11.

Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi
BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Desa atau Peraturan Bersama Perbekel tentang Pendirian BUM Desa.
Anggaran Rumah Tangga BUM Desa adalah ketentuan dasar dan
ketentuan operasional bagi BUM Desa yg mencerminkan aspirasi, visi
dan misi dari suatu organisasi.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat
yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk

menyepakati hal yang bersifat strategis

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM

DESA

Bagian Kesatu
Pendirian BUM Desa
Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan
investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau
menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat Desa, Desa Ubung Kaja mendirikan BUM Desa Ubung Kaja

Mandiri
Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar
Pasal 3
Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Ubung Kaja Mandiri

sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

(1) Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 53 Tahun 2020 tentang Badan
Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Ubung Kaja
Mandiri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Susunan kepengurusan BUM Desa Ubung Kaja Mandiri yang masih

berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ubung

Kaja.

Ditetapkan di Ubung Kaja
/“\Qada tanggal 31 Agustus 2021

"~




LAMPIRAN PERATURAN DESA UBUNG KAJA TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA UBUNG KAJA MANDIRI
NOMOR : 7 Tahun 2021

TANGGAL : 31 Agustus 2021

ANGGARAN DASAR
BUM DESA UBUNG KAJA MANDIRI
MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai
pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah
lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai
badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin
penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai
kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan
publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang
pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi
masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa
perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh
semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua
semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam
pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat
secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan

hanya kesejahteraan masing-masing individu.



BAB 1
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

(1) BUM Desa ini bernama BUM Desa Ubung Kaja Mandiri selanjutnya
dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa.

(2) Badan Usaha Milik Desa Ubung Kaja Mandiri Desa Ubung Kaja
didirikan pada tanggal 20 Desember 2016

(3) BUM Desa Ubung Kaja Mandiri berkedudukan di Desa Ubung Kaja,

Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN
Pasal 2

(1) Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa adalah:
a. Perdagangan;
b. Bisnis Jasa;
c. Perantara; dan

d. Kelompok Swadaya Masyarakat

BAB III
JENIS USAHA
Pasal 3

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa
dapat:
a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan
eceran yang meliputi:
1. 46421 PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN
GAMBAR. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan
besar peralatan tulis dan gambar, seperti buku tulis,

buku gambar, alat tulis dan alat gambar



. 47230 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN
TEMBAKAU DI TOKO. Kelompok ini mencakup usaha
perdagangan eceran khusus rokok dan atau tembakau di
dalam bangunan seperti rokok kretek, rokok putih, rokok
cerutu, rokok kelembak, tembakau krosok, tembakau
susur dan tembakau pipa/papier.

. 46511 PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN
PERLENGKAPAN KOMPUTER. Kelompok ini mencakup
usaha perdagangan besar komputer dan pelengkapan
computer

. 46692 PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK
AGROKIMIA. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan
besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian.
. 46691 PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG
KIMIA DASAR. Kelompok ini mencakup wusaha
perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau
kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas
industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol,
parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam
dan sulfur dan lain-lain.

. 47112 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM
BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU
TEMBAKAU BUKAN DI SUPERMARKET/MINIMARKET
(TRADISIONAL). Kelompok ini mencakup usaha
perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan
yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman
atau  tembakau di dalam  bangunan = bukan
swalayan/supermarket/ minimarket. Di samping itu juga
dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti
pakaian, perabot rumah tangga, kosmetik dan mainan
anak. Misalnya warung atau toko bahan kebutuhan

pokok.



7.

10.

47242 PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING,
SERTA KUE BASAH DAN SEJENISNYA. Kelompok ini
mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai
jenis roti, kue kering dan kue basah di dalam bangunan,
seperti roti manis, roti tawar, bolu, cake/tart, biskuit,

wafer, kue semprong dan cookies

. 47611 PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS

DAN GAMBAR. Kelompok ini mencakup wusaha
perdagangan eceran khusus alat tulis-menulis dan
gambar, seperti pensil, pulpen, spidol, balpoin, sign pen,
pensil mekanik, jangka, kuas gambar, rapido, crayon dan
pastel, papan tulis, meja gambar, white board, alat-alat
sablon, pita mesin tulis, cat air, cat minyak, karet
penghapus, kayu penghapus, tip-ex, tinta, pengasah

pensil, penggaris dan kapur tulis

. 47192 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM

BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN,
MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANG-BARANG
KELONTONG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT
STORE). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan
eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan
makanan, minuman atau tembakau bukan
toserba/department store. Pada umumnya barang-barang
yang diperdagangkan antara lain pakaian, perabot rumah
tangga, perhiasan, mainan anak-anak dan kosmetik, yang
terintegrasi di bawah satu pengelolaan. Misalnya toko
barang kelontong.

47222 PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK
BERALKOHOL. Kelompok ini mencakup wusaha
perdagangan eceran khusus minuman tidak beralkohol di
dalam bangunan yang tidak langsung diminum di tempat,

seperti minuman ringan (limun, air soda, markisa, teh



botol, air mineral dan beras kencur). Termasuk
perdagangan eceran minuman kopi.

11. 47249 PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA.
Kelompok ini mencakup wusaha perdagangan eceran
khusus komoditi makanan hasil industri yang belum
tercakup dalam kelompok 47241 s.d 47245 di dalam
bangunan seperti asinan buah-buahan dan sayuran,
buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, kerupuk dan
emping/ceriping.

b. Menjalankan usaha dalam bidang bisnis jasa yang meliputi:

1. 56210 JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU
(EVENT CATERING). Kelompok ini mencakup penyediaan
jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan
pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu
even tertentu. Kelompok ini mencakup wusaha jasa
makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara
melalui pesanan-pesanan untuk kantor, perayaan, pesta,
seminar, rapat dan sejenisnya. Biasanya makanan jadi
yang dipesan diantar ke tempat kerja, pesta, seminar,
rapat dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan
melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada
saat pesta/seminar berlangsung.

2. 56304 KEDAI MINUMAN. Kelompok ini mencakup usaha
penyediaan jasa pelayanan minum yang utamanya
menyajikan minuman siap dikonsumsi yang melalui
proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-
pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan
menggunakan tenda, seperti kedai kopi, kedai jus dan
minuman lainnya

3. 56103 KEDAI MAKANAN. Kelompok ini mencakup usaha
jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap
dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat

tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar



pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti

kedai seafood, pecel ayam dan lain-lain

. 66199 AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN

LAINNYA YTDL. Kelompok ini mencakup usaha kegiatan
penunjang keuangan lainnya yang tidak diklasifikasikan
di tempat lain, seperti penasihat keuangan, mortgage

advisers and brokers.

. 95110 REPARASI  KOMPUTER DAN PERALATAN

SEJENISNYA. Kelompok ini mencakup wusaha jasa
reparasi dan perawatan komputer dan peralatannya,
seperti komputer desktop, laptop, disk drive magnetik,
flash drives dan media penyimpanan lain, disk drive optik
(CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), printer,
monitor, keyboard, mouse, joysticks dan trackball,
modem komputer internal dan eksternal, terminal
komputer, server komputer, scanner termasuk scanner
bar code, pembaca smart card, virtual reality helmet dan
proyektor komputer. Termasuk jasa reparasi dan
perawatan terminal komputer seperti automatic teller
machine (ATM), terminal point of sale (POS), yang tidak
dioperasikan secara mekanik dan komputer genggam

(PDA).

. 62090 AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA

KOMPUTER LAINNYA. Kelompok ini mencakup kegiatan
teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang
terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di
tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer,
instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi
perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen
insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup
berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang

belum tercakup dalam golongan 6201-6202



7. 56290 PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA. Kelompok ini
mencakup jasa katering yaitu jasa penyediaan makanan
atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, untuk
periode waktu tertentu. Kegiatannya mencakup
kontraktor jasa makanan (misalnya untuk perusahaan
transportasi), jasa katering berdasarkan perjanjian di
fasilitas olahraga dan fasilitas sejenis, kantin atau
kafetaria (misalnya untuk pabrik, perkantoran, rumah
sakit atau sekolah) atas dasar konsesi, jasa katering yang
melayani rumah tangga. Termasuk dalam kelompok ini
jasa katering yang melayani tempat pengeboran minyak
dan lokasi penggergajian kayu. Misalnya Aerowisata

8. 95220 REPARASI PERALATAN RUMAH TANGGA DAN
PERALATAN RUMAH DAN KEBUN. Kelompok ini
mencakup usaha khusus jasa reparasi dan perawatan
peralatan rumah tangga, seperti kulkas, kompor, mesin
cuci, pengering pakaian, pendingin ruangan (AC), seterika
listrik, alat penghisap debu dan berbagai barang/perabot
listrik lainnya untuk keperluan rumah tangga. Termasuk
jasa reparasi dan perawatan peralatan rumah dan kebun,
seperti mesin pemotong rumput, edger, penyapu salju
dan daun, trimmer dan sebagainya.

9. 35104 AKTIVITAS PENUNJANG KELISTRIKAN. Kelompok

ini mencakup usaha/kegiatan yang secara langsung

berhubungan dengan usaha ketenagalistrikan, seperti
jasa pencatatan meteran dan pemberian tagihan.

Termasuk kegiatan perdagangan listrik ke konsumen,

kegiatan agen tenaga listrik yang melakukan penjualan

listrik melalui sistem distribusi tenaga listrik yang
dioperasikan oleh pihak lain, kegiatan pengoperasian
pertukaran kapasitas transmisi dan daya tenaga listrik,
serta kegiatan perdagangan pulsa/token listrik dan

kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.



10. 43224 INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA.
Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan
dan pemeliharaan sarana pendingin udara (Air
Conditioner/AC) pada bangunan gedung baik untuk
tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.

11. 61921 INTERNET SERVICE PROVIDER Kelompok ini
mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu
perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses
internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke
internet.

c. Menjalankan usaha dalam bidang perantara yang meliputi:

1. 46100 PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS
JASA (FEE) ATAU KONTRAK. Kelompok ini mencakup
usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar),
pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang
memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar
negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain
agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan
besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan
pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan
pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama
perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang
terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku
pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan
barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam
dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan,
minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki
dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan
bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer,
perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang
keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan

perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk



kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor,
dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.

2. 64190 PERANTARA MONETER LAINNYA. Kelompok ini
mencakup penerimaan simpanan dan/atau penutupan
simpanan dan pemberian kredit atau pinjaman dana.
Bantuan kredit dapat berbagai macam bentuk, seperti
pinjaman, pinjaman dengan jaminan, kartu kredit dan
lain-lain. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh
lembaga keuangan selain bank sentral, seperti jasa
perantara keuangan yang tidak diklasifikasikan di tempat
lain, seperti rentenir, credit union, kegiatan giro pos dan
laku pandai (tabungan pos), lembaga khusus yang
berwenang memberikan kredit untuk pembelian rumah
dan juga mengambil deposito dan kegiatan money order
(pengiriman uang).

3. 47711 PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN. Kelompok ini
mencakup usaha perdagangan eceran khusus pakaian,
baik terbuat dari tekstil, kulit, maupun kulit buatan,
seperti kemeja, celana, jas, mantel, jaket, piyama,
kebaya, blus, rok, daster, singlet, kutang/BH, gaun, rok
dalam, baju bayi, pakaian tari, pakaian adat, mukena
dan jubah.

d. Menjalankan usaha dalam bidang Kelompok Swadaya
Masyarakat yang meliputi:

1. 38211 PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH
TIDAK BERBAHAYA. Kelompok ini mencakup usaha
pengopersian lahan untuk pembuangan sampah yang
tidak berbahaya, pembuangan sampah yang tidak
berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan
atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap,
bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan
lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan

pengelolaan sampah organik untuk pembuangan.



2. 38212 PRODUKSI KOMPOS SAMPAH ORGANIK.
Kelompok ini mencakup usaha produksi kompos dari
sampah organik dan abu tanaman (pupuk alam organik).

3. 38302 DAUR ULANG BARANG BUKAN LOGAM. Kelompok
ini mencakup wusaha pengolahan barang bekas dari
bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam menjadi
bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang barang
bukan logam adalah bahan baku sekunder berbagai
bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan bukan
logam dan lainnya. Kegiatan pada kelompok ini
mencakup pemisahan dan pemilihan sampah bukan
logam, reklamasi karet dan ban bekas, pemilihan plastik,
pengolahan sampah plastik atau karet menjadi butiran,
penghancuran, pembersihan dan pemilihan kaca,
pengolahan minyak dan lemak bekas pakai menjadi
bahan sekunder, pengolahan sampah makanan,
minuman dan tembakau dan sampah non logam lainnya.
Pembuatan barang bukan logam yang baru dari bahan
baku sekunder, barang bekas bukan logam dan sisa-sisa
barang bukan logam dimasukkan dalam kelompok

industri yang sesuai.

BAB IV
ORGANISASI BUM DESA
Bagian Kesatu
Musyawarah Desa

Pasal 4

(1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.

(2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana
operasional, penasihat, dan/atau pengawas.

(3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi

oleh Pemerintah Desa.



Pasal 5

Musyawarah Desa terdiri atas:
a. Musyawarah Desa tahunan; dan
b. Musyawarah Desa khusus.

Pasal 6

(1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 huruf a:
a. Pelaksana operasional menyampaikan:
1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan
penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
2. rancangan rencana program Kkerja untuk disahkan oleh
Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal
BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.

(2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program
kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana
operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan
penasihat atas tugas kepenasihatan yang telah dijalankan selama
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.

(3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD
untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7

(tujuh) hari kalender.



Pasal 7

(1) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan
mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada
pada Musyawarah Desa.

(2) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional
dan/atau pengawas kepada penasihat.

(3) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa

khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8

(1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
a. Perbekel Desa;
b. BPD; dan
c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
1. penyertaan modal;
2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha
BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa.
(2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah

untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Musyawarah Desa berwenang:

a. menetapkan pendirian BUM Desa;

b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;

c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan
kewajiban, serta Lkewenangan pihak penerima kuasa fungsi
kepenasihatan;

d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional

BUM Desa;
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mengangkat pengawas;
mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;

memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;

. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang

diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan
penasihat;

memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah
tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai,
jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak
lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;

menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;

. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk

melaksanakan kegiatan tertentu;

memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;

. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa

dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;

. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan

tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan
aset BUM Desa;

membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus
dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau
pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan
oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;

memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum
dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas
tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban,;
memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa

karena keadaan tertentu;



u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban
dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan
usaha BUM Desa;

v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan

w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk
melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan

dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Bagian Kedua
Penasihat
Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Perbekel Desa.

Pasal 11

a. Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

b. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan
menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau
perubahannya,;

c. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program
kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan
kepada Musyawarah Desa;

d. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional
sesuai keputusan Musyawarah Desa;

e. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara
pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional
BUM Desa;

f. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun
dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan
kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa
dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah
Desa;

g. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha

BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh



pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan

tahunan;

. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM

Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;

bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman
BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam
Anggaran Dasar BUM Desa; dan

bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama
BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja
sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam

Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

a.

memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional

dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;

. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan

rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan
Musyawarah Desa;

menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi
BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga;

bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan
pengelolaan usaha BUM Desa;

bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan
pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah
Desa;

memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan
organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;

memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap

penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar



dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah
Desa; dan

h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan
pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 13
Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:
a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi
kepenasihatan; dan
b. Memperoleh honor senilai Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu
Rupiah)

c. Memperoleh insentif sebesar 1,5% dari keuntungan per bulan

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional
Pasal 14
BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang

selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.

Pasal 15
(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang
perseorangan yang diusulkan oleh Perbekel Desa, BPD, dan/atau
unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi syarat meliputi:
a. warga Desa Ubung Kaja;
b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang
dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk
melaksanakan tugas sebagai direktur;
d. berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas sederajat;
e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;

f. tidak pernah dinyatakan pailit;



g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah
usaha dinyatakan pailit;

h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai

usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum,;

j- memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan

k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan

Direktur BUM Desa.

(3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa

karena alasan:

a.
b.

tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;

melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan,;

terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang
seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;

dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap; dan

mengundurkan diri.



Pasal 17

Direktur berwenang:

a.

bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati

Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;

. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang

sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan
Musyawarah Desa;

mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal
organisasi maupun dengan pihak lain;

mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk
penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM
Desa;

mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain
sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-
undangan mengenai ketenagakerjaan;

melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan
Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran
Dasar BUM Desa;

melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan
Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa
atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang
ditetapkan oleh Musyawarah Desa;

melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang
ditetapkan oleh Musyawarah Desa;

melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah
Desa;

bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak
menunjuk penyelesai; dan

mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan
dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa

mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan



sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah
Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18
Direktur bertugas:

a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan
BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud
dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau
di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan
pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa,
keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;

c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM
Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;

d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM
Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh
penasihat dan pengawas;

e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM
Desa kepada penasihat;

f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah
Desa; dan

g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan
menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan
dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau

masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.



Pasal 19

Direktur berhak:

a. mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala

hal dan dalam segala kejadian;

b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan

bendahara;

c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

1.

gaji senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

2. tunjangan senilai Rp 200.000,- (Dua Ratus Rupiah);
3.
4

. manfaat lainnya berupa asuransi, pendidikan

Insentif 2,5 % per bulan dari keuntugan; dan

Bagian Keempat
Pengawas

Pasal 20

(1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh

Perbekel Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah

Desa.

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi syarat meliputi:

a.

b.
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warga Desa Ubung Kaja;

sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang
dapat menghambat tugas sebagai pengawas);

memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas sederajat;

tidak pernah dinyatakan pailit;

tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah
usaha dinyatakan pailit;

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai
usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;

memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan



(3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.

Pasal 21
Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa
karena alasan:
a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga
dan/atau peraturan perundang-undangan;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang
seharusnya dihormati sebagai pengawas;
e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap; dan

f. mengundurkan diri.

Pasal 22
Pengawas berwenang:

a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program
kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan
kepada Musyawarah Desa;

b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas
dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau
perubahannya,;

c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman
BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam
Anggaran Dasar BUM Desa;

d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama
BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja
sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam

Anggaran Dasar BUM Desa;



e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis
keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam
rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat
Desa kepada Musyawarah Desa;

f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan
audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau
kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat
merugikan BUM Desa; dan

g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM

Desa.

Pasal 23
Pengawas bertugas:

a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan
jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk
pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran
Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;

c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan
kepada Musyawarah Desa;

d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan
pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di
ajukan kepada penasihat;

e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang
diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada
Musyawarah Desa;

f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan
tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana
operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;

g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan
pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah

Desa; dan



h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan

dalam Musyawarah Desa.

Pasal 24
Pengawas berhak memperoleh honor yang terdiri atas:
a. Honor sebesar senilai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

b. Insentif sebesar 1% per bulan dari keuntungan

BAB V
MODAL, ASET, DAN PINJAMAN
Bagian Kesatu Modal
Pasal 25

(1) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp. 120.034.635,- (seratus dua
puluh juta tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah)

(2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi
atas:

a. Penyertaan modal Desa Tahun 2017 dengan total nilai Rp.
120.034.635,- (seratus dua puluh juta tiga puluh empat ribu
enam ratus tiga puluh lima rupiah) atau 46 % (empat puluh
enam per seratus)

b. Penyertaan modal Desa Tahun 2019 dengan total nilai Rp.
141.827.734,96,- (seratus empat puluh satu juta delapan ratus
dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma
Sembilan puluh enam sen rupiah) atau 54 % (dua puluh enam
per seratus)

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) uang senilai
Rp. 261,862,369.96,- (dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus
enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan koma Sembilan
puluh enam rupiah)



Bagian Kedua
Aset
Pasal 26

(1) Aset BUM Desa bersumber dari:

a. penyertaan modal;

b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;

c. hasil usaha;

d. pinjaman; dan/atau

e. sumber lain yang sah
(2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara

berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27
(1). Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
(2). Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM

Desa.

Bagian Ketiga
Pinjaman

Pasal 28

(1). BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan
memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta
kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2). Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan,
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam
negeri lainnya dengan ketentuan:

a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau
pembentukan Unit Usaha BUM Desa;

b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman,
bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa

masa jabatan direktur;



c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun
berturut-turut;

d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan

e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil
manfaatnya oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan
jaminan atau agunan.

Pasal 29

. Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih

dari atau sama dengan 40% dari aset BUM Desa dilakukan setelah

mendapat persetujuan Musyawarah Desa.

. Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai

kurang dari 40% dari aset BUM Desa dilakukan setelah mendapat

persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI
KERJA SAMA
Pasal 30

. BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. kerja sama usaha; dan

b. kerja sama non-usaha.

. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling

menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat

Desa serta para pihak yang bekerja sama.

. Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling

sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah
Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga
pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara

atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.



(1).

2).

(1).

(2).

Pasal 31

Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)
huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan
pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan
aset Desa.

Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM
Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau
prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko
kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola,
didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 32

. Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat

(1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain
berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam

bentuk pengelolaan bersama sumber daya.

. Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan

bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status
kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan
Rp. 100.000.000,- dilakukan setelah mendapat persetujuan
Musyawarah Desa;

Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp.
100.000.000,- dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat

dan pengawas;



Pasal 34

(1). Bentuk kerja sama usaha:

a. Joint venture

b. Waralaba

dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;

(2). Bentuk kerja sama usaha:

a. Bargaining (tawar-menawar)

b. Kerukunan

dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 35
(1). Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan;
dan
b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
(2). Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan

dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII
KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA
Pasal 36
(1). Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari
hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1
(satu) tahun buku.
(2). Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi
atas:

a. pendapatan asli Desa, laba ditahan, dan bagi hasil untuk
pelaksana operasional BUM Desa sebesar 100 % ( seratus per
seratus);

(3). Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dialokasikan untuk:

a. pendapatan asli Desa sebesar 60% (enam puluh per seratus)

yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan



untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, pembinaan dan
pelatihan pelaksana operasional dan Pendidikan; dan

b. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Desa/Unit Usaha
BUM Desa yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar

40% ( empat puluh per seratus)

BAB VII
PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ubung Kaja




